BAB VI
PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Kasus BLBI merupakan kasus yang penuh kontroversam merupakan
hal baru lagi. Yang paling penting dari terjadingasus itu menurut penulis
adalah bagaimana cara penyelesaian terbaikrdikase and discharggianggap
sebagian kalangan bukan merupakan penyelesaiaaikietbntu perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut mengenai hal itu. Dalam gé@man ini, penulis melihat
release and dischargenerupakan kebijakan yang dianggap perlu diberlakuk
saat itu. Semoga paparan dalam bab-bab sebelurokyp menjelaskan mengapa
kebijakan yang kontroversi itu perlu dilakukan. iBet beberapa inti dari paparan
tersebut:

a. Release and dischargeerupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan
dalam situasi darurat;

b. Release and dischardgganya dapat digunakan untuk kasus tertentu saja
dan dalam waktu tertentu pula;

c. Release and dischargdapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian
masalah dalam kasus BLBI karena beraspek perdata;

d. Release and dischargeebagai alternatif penyelesaian masalah yang
beraspek pidana memiliki potensi di masa depan.

Bagi Adnan Buyung Nasution, kasus BLBI tak mung#libuka kembali.
Apalagi, kasus mantan kliennya itu dianggap sucddésai dengan adanya surat
keterangan lunas (SKL) dan penghentian perkara kégagung. Pengacara non-
aktif, yang pernah mendampingi Sjamsul Nursalimt sdia Kejagung dan
melakukan negosiasi dengan Badan Penyehatan Parbaldsional (BPPN), itu
mengingatkan agar kasus Urip yang sekarang tengadrikba KPK harus
dibedakan dengan kasus BLBI secara menyeltifuh.

Adnan mengakui kasus BLBI memang sangat sulit udibkka lagi dan
dilematis. Oleh sebab itu, katanya, dalam kasus IBinB pemerintah harus
menjelaskan secara rinci, termasuk pilihan pemarimienyelesaikan perkara itu

16 syhartono. Mungkinkah Membuka Kembali Kasus BLBi2nduh dari:
http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=2008.03.17.00160635&cha
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secara perdata dan di luar pengadilaumt ©f court settlementPemerintah, kata
Adnan, harus menjelaskan kepada masyarakat bahwsalahaya sudah
diselesaikan dengan ketentuan hukum yang berlakulaiMlari pelaksanaan
Ketetapan MPR hingga Instruksi Presiden Nomor 8 umat2002 tentang
Pemberian R&D bagi Debitor dan Obligor BPPN yandeSs Memenuhi
Kewajiban Utangnya'’

Luhut MP Pangaribuan, pengacara yang pernah bangaldalam Tim
Pengarah Bantuan Hukum yang dibentuk pemerintaimyatakan, kasus BLBI
sudah diselesaikan dengan proses negosiasi segdedigpdan proses hukum yang
panjang:'® Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa ka&8LBI dengan
penyelesaian kebijakamelease and dischargesudah sesuai dengan model

alternatif penyelesaian masalah.

7.2. Rekomendasi
Dalam rekomendasi ini, penulis menawarkan suatsdqryang mungkin
sudah ada tapi masih jarang dipergunakan yaituikealogi solusi. Inti dari
konsep tersebut adalah bahwa selalu ada penyelesaiak setiap masalah,
sesuai dengan paradigma yang digunakan dalam gamefii, tidak ada masalah
yang tidak ada jalan keluarnya. Oleh karena itupupse menilai perlunya
pemikiran terbuka untuk mengkaji masalah ini. Betrikbeberapa inti dari
rekomendasi:
4+ Strategis
Secara strategis, penelitian ini berguna dalam aland masalah
kebijakan terutama kebijakan yang berdimensi huldengan cara
penyelesaian non-hukum. UU yang mengatur penyelessengketa
bidang ekonomi dan keuangan diluar pengadilan, akeng
menggunakan dimensi hukum publik bertujuan untuknga&asi
keadaan darurat yang jika dibiarkan akan berdampagada
kepentingan umum. Oleh karena itu model yang dipsaan untuk
menyelesaikan sengketa ini dapat dibenarkan, aitapittidak boleh
bersifat permanen dan hanya dapat diterima untolestara. Untuk

17 bid.
118 | pid.
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mengatasi membesarnya kerugian negara perlu dikamok
pandangan salah seorang ahli hukum pidana Indonssegai
berikut:

"Perlu di kembangkan model penyelesaian OCS bariiu ydengan
memasukkan lembaga penyelesaian "injunction”. Melé&mbaga ini
maka kerugian (material maupun immaterial) yangHelbesar lagi akan
dapat dicegah jika proses penyelesaian melalui sar@dministratif,
perdata atau pidana tetap berjalan sesuai dengan YHmg berlaku.
Putusan Pengadilan yang memerintahkan penghentiarosep
penyelesaian yang sedang berlangsung dan dilaksematieh pejabat
keuangan atau perbankan sebagai penyidik PPNS dapanhcegah
terjadinya kerugian bagi pihak-pihak yang terlibddélam kasus tersebut,
apakah Negara sebagai pihak maupun stakeholdergselpehak”.**
Dimasukkannya proses penyelesaian OCS dengan meaiggu
injunction sehingga melibatkan peranan Pengadilan jauh sebelum
proses penyelesaian dengan UU dilaksanakan ataamael
berlangsungnya proses penyelesaian. Model peniee€CS plus
tersebut akan membuka lembaran baru dalam sistémnhudan
sistem peradilan di Indonesia yaitu proses pengelasdalam kasus
keuangan dan perbankan melalui mekanismenction- adminisratif
- (injunction) — perdataifjunction) pidana injunctior).*?°
“% Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dipadethagai salah satu
bahan kajian dalam wacana yang sedang berkembamyemes
alternatif penyelesaian masalah khususnya dalardakinpidana
perekonomian. Penyelesaian sengketa melalui j@uritigasi sendiri
nampaknya mulai mendapat tempat dalam dunia peaibardengan
dibentuknnya Lembaga Mediasi Perbankan Bank IndanéBl).
Lembaga ini bertugas melakukan penyelesaian sewarditigasi (di
luar pengadilan), dengan menggunakan mediasi sSebsgana
penyelesaian sengketa. Lembaga yang berkantorwhdemn Gedung

Bl ini terbentuk sesuai dengan Peraturan Bl Nom&/PBI/2006.

119Atmasasmita, Romli. (2003pengantar Hukum Kejahatan Bisnikakarta: Prenada Media.
120 i
Ibid.
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Mediasi merupakan model penyelesaian sengketa dirpdrak luar
yang tidak memihak dan netral membantu pihsk-pihsing
bersengketa guna memperoleh penyelesaian sengkegedisepakati.
Untuk mengantisipasi kerugian dan melindungi keipgan nasabah,
Bl tengah menjajaki digunakannya sarana mediasi ukunt
menyelesaikan sengketa perbankan yang menyangkutrhpidana.
Saat ini, mediasi perbankan menggunakan alas hylendata. Dalam
mediasi, Bl berusaha mendamaikan atau menyelességketa yang
tersangkut hukum pidana. Sebelumya juga pada j0@6 Bl telah
membentuk Direktorat Investigasi dan Mediasi Pekaan(DIMP)
yang antara lain akan bertugas melakukan investijagaan tindak
pidana di bidang perbankan. Pembentukan DIMP smgljap bagian
dari rencana Bl untuk mewujudkan mediasi sebag&erradtif
penyelasaian tindak pidana perbankan di luar pelaged*

%+ Akademis
Kebijakanrelease and dischargdalam menyelesaikan kasus BLBI
merupakan kajian masalah yang baru dari segi ilntexbitama ketika
sudut pandang yang dipakai adalah ilmu kriminolaggngan
mengambil kerangka pemikiran alternatif penyelesaismsalah atau
non-hukum. Walau tidak ada teori yang secara khdgekai dalam
penelitian ini, akan tetapi konsep-konsep yang migran cukup
memadai untuk melakukan pembahasan secara iimaisdf-konsep
tersebut antara lain mediasi penal, perdamaianrdalzkum pidana,
out of court settlemerdtau penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Metode positivis yang digunakan dalam penelitianniingkin bagi
sebagian pihak dianggap tidak umum untuk dipakaingkaji
kebijakan negara, oleh karena itu bagi para pihakgyingin
mengkajinya dengan metode kritis seperti yang undipakai dalam
penelitian tentang kebijakan negara, diharapkarelgem ini bisa
menjadi salah satu bahan yang bermanfaat.

121 gylistiyono, Adi. (2007)Eksistensi dan Penyelesaian Sengketa Hakiakarta: UNS Press.
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Pada akhirnya jika kebijakan hanya didasarkan pad@am positif tanpa
berakar di dalam nilai, maka solusi yang diamhibk akan berhasil. Kebenaran
dan keadilan hanya ditemukan di dalam nilai, yaagué dicari para penegak
hukum dalam tugasnya menegakkan hukum. Hukum adalddksi dari nilai

masyarakat dan karena itulah hukum ditaati.
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